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ABSTRAK 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadi momok menakutkan 

dalam sebuah perkawinan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 

46/PID.SUS/2015/PN.Jmb. Terdakwa adalah Suami yang juga salah satu anggota 

Kepolisian Republik Indonesia. Suami isteri tersebut telah melaksanakan 

pernikahan secara sirri’ setahun sebelum sang isteri melaporkan tindak kekerasan 

yang dilakukan oleh suaminya berupa penelantaran dan tidak terpenuhi kewajiban 

pemberian nafkah lahir dan batin dari sang suami. Adapun permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana pengaturan mengenai Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan Sirri' di Indonesia, Bagaimana 

pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 

46/PID.SUS/2015/PN.Jmb, Bagaimana pandangan Islam terhadap Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan Sirri' di Indonesia. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normative. Kesimpulan yang dihasilkan dalam 

penelitian ini, yaitu: ada kerancuan dalam memahami Pasal 2 (1) Undang-Undang 

No.23 Tahun 2004 (UU PKDRT) sehingga dianggap tidak mengakomodir para 

pihak yang terlibat dalam pernikahan sirri’. Sehingga menurut Penulis, putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi kurang tepat. Berdasarkan pernyataan 

Terdakwa, baik Terdakwa maupun Saksi Korban masih terikat dalam pernikahan 

walaupun secara sirri’ sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk 

dalam kualifikasi sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT, 

terutama yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sama dengan 

tindakan menzhalimi perempuan yang amat dikecam oleh ajaran Islam. Terkait 

dengan perkawinan sirri, dalam Islam sah secara agama selama ketentuan nikah 

dalam syariat Islam seperti, rukun dan syarat dari perkawinan terpenuhi.tidak di 

catatnya perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) secara agama sah karena 

tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah, akan tetapi demi kemaslahatan 

akankah lebih baik apabila dilakukan pencatatan untuk mengurangi kemudharatan. 
Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia perkawinan sirri itu tidak diakui oleh 

Negara karena tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hal tersebut 

tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan perkawinan 

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. 
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